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MOTTO

“Anda harus memikirkan ‘hal-hal besar’ saat anda melakukan
hal-hal kecil sehingga semua perkara kecil berjalan diarah

yang benar”.

(Alvin Toffler)

sumber : Maxwell John C. 1997. Jembatan Menwu Masa Depan.

Jakarta: Harvest Publication House.
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RINGEKASAN

Sesuai dengan judul dalam skripsi ini tentang akibat hukum
debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen
dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1969, ringkasannya adalah sebagai berikut : |

Bahwa penyaluran modal dalam bentuk pemberian fasilitas
kredit oleh perusahaan pembiayaan konsurnen membutuhkan
adanya jaminan kepastian hukum dan periindungan bagi kemnbalinya
kredit tersebut kepada kreditur. Adanya jaminan tersebut, apabila
dikemudian hari dalam peijalanannya terjadi pihak debitur
melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur akan mendapatkan
penggantian dari penjualan yang dapat secara lelang atas benda
jaminan itu. Lembaga jaminan yang sering dipergunakan dalam
praktek pada perusahaan pembiayaan konsumen adalan dalam
bentuk benda bergerak dengan jaminan fudisia.

Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan
masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomnian, sebab lembaga
jaminan ini tidak mengharuskan syarat benda yang diiaminkan
. berada di tangan pemberi kredit, melainkan tetap berada dalam
pengawasan pemegang xredit untuk digunakan menjalankan
aktivitas bisnisnya. sehari-hari.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa
akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi setelah
mendapatkan kredit dari perusahaan pembiayaan konsumen dengan
jaminan fidusia, yang didalamnya menyangkut bentuk perjanjian

kreditnya, pembebanani dengan jaminan fidusia serta eksekusi

Xil
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terhadap benda jaminan apabila pihak debitur atau konsumen
melakukan wanprestasi.

Metodologi yang dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
normatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan prosedur
studi kepustakaan dan dalam menganalisa data menggunakan
metode diskriptif kualitatif.

Sesuai dengan faktanya bentuk perjanjian kredit dengan
jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan konsumen adalah
perjanjian standar (standard cenfract). Perjanjisn ini adalah seperti
dengan adanya dokirin yang menyatakan bahwa dengan
ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak debitur atau konsumen,
maka ia dianggap mengetahui, memahami dan menyetujui isi dan
termasuk yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Sehingga akibat
hukumnya itu harus tunduk dan patuh kepada apa-apa yang telah ia
sepakati dari perjanjian itu.

Jaminan fidusia yang digunakan dalam perjanjian Kkredit
antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak debitur
atau konsumen, dengan adanya Undang-urnidang Nomor 42 Tahun
1999 tentang jaminan fidusia bharuslah didaftarkan pada kantor
pendaftaran fidusia. Akte pendaftaran fidusia ini dapat digunakan
sebagai bukti autentik apabila nanti si penerima fidusia melakukan
wanprestasi untuk dapat melakukan eksekusi terhada benda yang
sudah dijaminkan secara fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 2©
{1) dari Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
Meskipun dalam perjalanannya nanti tentu ada beberapa faktor yang

dapat dijadikan sebagai pendukung dan perighambatnya.

Xiil
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BAB I [%&:“““' s

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini
bertujuan untuk mencapai Kkesejahteraan masyarakat agar
tercapai cita-cita luhur yaitu negara adil dan makmur. Di dalam
Pembangunan ini diharapkan agar pambangunan ekonomi dapat
menunjang pembangunan disektor lainnya, antara lain di bidang
hukum. Salah satu bidang hukumn yang perlu mendapat perhatian
untuk mengimbangi perkembangan dalam bidang ekonomi adalah
hukum jaminan. Berbicara hukum jaminan senantiasa berkaitan
dengan hukum ekcnomi (economic law), karena perkembangan di
bidang ekonomi, utamanya pada sektor industri, serta
perdagangan, sektor pengangkutan dan lain-lain, membutuhkan
adanya kapital. Penvediaan kapital untuk kegiatan pembangunan
tersebut disamping dilakukan oleb lembaga perbankan juga
dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan untuk kredit
konsumtif membutuhkan adanya pengamar. bagi kapital yang
disalurkan terseout.

Penyaluran dana dalam bentuk pemberian fasilitas kredit oleh
kreditur (lembaga pembiayaan) membutuhkan jaminan kepastian
hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana yang telah
disalurkan. Dengan adanya jaminan tersebut, jika teriadi debitur
wanprestasi maka kreditur mendapat penggantian dari penjualan
atas benda jaminan melalui lernbaga eksekusi.

Disamping itu khusus bagi lembaga-lembaga pembiayaan
sudah menjadi suatu kelaziman bahwa dalam menyalurkan kredit

lembega pembiayaan harus mempunyai jaminan bagi kembalinya
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kredit tersebut. Dalam ketentuan perkreditan disamping
memperhatikan aspek ekonomi dan bisnis lembaga-lembaga
'pembiayaan, maka lembaga pembiayaan harus memperhatikan
aspek pengamanan dari segi hukumnya (legal security).

Didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa utang
adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumlah uang baik dalarn mata uang Indonesia atau mata uang
lainnya, bhaik secara langsung maupun kontinjen. D1 sini lembaga
pembiayaan harus mempunyai keyakinan dan kesanggupan
debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang
diperjanjikan. Kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan
mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaanva lembaga
pembiayaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang
sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian
kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan
debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan yang
diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan
oleh lembaga pembiayaan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan
kredit lembaga pembiayaan harus melakukan penilaian yang
seksama terhadap kemarnpuan, kapital, agunan atau jaminan dan
prospek usaha dari pihak debitur. Mengingat jaminan merupakan
salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan
unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas
kemampuan pihak debitur mengembalikan hutangnya, jaminan
(agunan) dapat hanya berupa benda, proyek atau hak tagih yang
dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Lembaga pembiayaan
tidak wajib mermints jaminan (agunan) berupa benda yang tidak

berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.
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Lembaga jaminan yang sering digunakan dalam praktek oleh
lembaga pembiayaan adalah jaminan kebendaan. Jaminan
kebendaan yang dikenal dalam praktek adalah dalam bentuk hak
tanggungan untuk benda tidak bergerak, sedangkan gadai dan
fidusia digunakan terhadap benda bergerak. Untuk jarninan
fidusia banyak digunakan dalam praktek karena cara dan proses
pembebanannya mudah, cepat dan Juwes.

Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan
masyarakat akan keberadaan lembaga jaminan yang tidak
mengharuskan syarat penguasaan benda jaminan dalam tangan
‘pemberi kredit. Apabila benda yang dijaminankan oleh debitur
adalah benda yang diperluken dalamm kegiatan sehari-hari, maka
penguasaan benda jaminan hukum oleh kreditur akan
menghambat pekerjaan debitur dalam melanjutkan jenis
usahanya. Untuk  mengatasi kesulitan tersebut sejak awal
yurisprudensi mermbenarkan adanya lembaga jaminan Fiducia
Eigendom Overdraht (FEO) dimana penyerahan hak milik atas
benda jaminan berdasarkan pada kepercayaan.

Berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka cbyek jaminan
fidusia bisa berupa diantaranya : benda berwujud, benda tak
berwujud termasuk piutang, benda bergerak, benda tak bergerak
yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungen, benda persediaan
dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia. Salah satu bentuk
benda bergerak adalah berupa kendaran bermotor baik roda dua
maupun roda emnpat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan bertitik tolak pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku ( hukum positif )
yang ada, penulis bermaksud membahas secara lebih rinci lagi

dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “AKIBAT HUKUM
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DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999”.

1.2 Ruang Lingkup

Supaya tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan pengertian
atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan karya
ilmiah dalam bentuk skripsi ini, diperlukan adanya pembatasan
ruang lingkup dalam membahas permasalahan pada akibat
hukum dalam perjanjian kredit terhadap debitur yarng wanprestasi

derigan jaminan fidusia.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran didalam
pembahasan skripsi ini, penyusun membatasi diri bahwa
permasalahan yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:
1. bagaimana bentuk perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan;
2. bagaimana proses penyelesaianya apabila debitur melakukan

wanprestasi;

3. apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat

proses penyelesaian debitur vang melakukan wanprestasi.

1.4 Tujuan Penyusunan

Penyusunan skripsi ini memiliki dua macam tujuan yaitu
tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.
1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penyusunan skripsi ini adalah

merupakan tujuan vang bersifat akademais, yaitu :
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1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat
untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember;

2. untuk menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang

diperoleh selama mengikuti masa studi;

(9%

untuk mengembangkan pemikiran kepada masyarakat pada
umumya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada
khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam
mengembangkan ilmu pengetahuannya .
1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut:

1. untuk mengkaji dan menganalisa tentang bentuk perjanjian
kredit antara kreditur dan debitur pada lembaga
pembiaysan konsumen;

2. untuk mengkaji dan menganalisa tentang tata cara dan
tahapan proses penyelesaian terhadap debitur yang
melakukan wanprestasi;

3. untuk mengkaji dan menganalisa tentang adanya faktor

pendukung dan penghambat terhadap proses penyelesaian

debitur yang wanprestasi.

1.5 Metodologi

Metode dalam penyusunan adalah suatu proses prinsip dan
prosedur untuk mencari, mendekati masalah untuk mencapai
sasaran. Guna mendapatkan data yang diperiukan dalam
menjawab dan menganalisa permasalahan dalam penyusunan

skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:
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1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh pembahasan sesuai dengan apa yang
terdapat didalam tujuan penulisan bahan analisis, maka penulis
menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Metode
yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas (Ronny
Hanitijo Soemitro, 1990:9).
1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang
dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam
penulisan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah hasil
studi kepustakaan terhadap data sekunder dibidang hukum yang
terdiri dari :
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ©primer yang dipergunakan adalah
menyangkut Undang-Undang Nomcr 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000
Tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang erat
keitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu
menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang
didalamnya meliputi beberapa literatur-literatur dalam bentuk
bukn yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, dan
hasii-hasil seminar hukum yang berskala nasional dan berkaitan

dengan skripsi ini (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:68).
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1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan pengelolaannya dilakukan
dengan cara tudi literatur. Maksudnya disini adalah
pengumpulan data yang dilakukan melalui stud: kepustakaan
dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur
‘dalarn bentuk buku yang tersedia di perpustakaan maupun dari
buku-buku yang bersifat umum, peraturan perundang-undangan
dan atau tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan yang
berkenaan serta berkaitan dengan penulisan skripsi ini (Soerjono
Soskanto, 1985:14).
1.5.4 Analisa Data

Didalam analisa data, disini penulis memakai metode
deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengolah semua data yang
ada dengan menggunakan keterangan-keterangan tanpa
mengunakan angka-angka, sehingga dapat diharapkan akan
tersaji data yang benar-benar valid dan dapat mewakili pokok
permasalahan yang hendak dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro,
1990:168).
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Debitur x yang beralamat di Dukuh Krajan, Desa Serut,
Kecamatan Panti, Kabupaten Jember mempunyai suatu keinginan
untuk membeli sebuah kendaraan bermotor. Namun Kkarena
kondisi keuangannya yang terbatas (tidak mempunyai uang tunai)
untuk membeli 1 unit sepeda motor secara tunai maka ia
berkeinginan untuk mengambil krecit. Pada tanggal 6 Februari
20C1 debitur x pergi kesalah satu kantor lembaga pembiayaan di
Jember dengan tujuan untuk mengajukan kredit.

Kemudian debitur x melihat serta memilih jenis kendaraan.
Setelah ia memilih salah satu merek kendaraan bermotor yang
sudah populer di masyarakat, kemudian ia di beri brosur
angsuran kredit dengan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,-
dengan jangka waktu kredit selama 3 tahun dan dengan nilai
angsuran Rp. 520.000,-perbulan. Setelah itu debitur x
menyerahkan persyaratan kredit berupa foto copy KTP suami-istri,
kartu keluarga (KK), rekening listrik/PDAM/telpon/SPPT, slip gaji
atau surat keterangan penghasilan. Kemudian Bapak X kembali ke
rumah untuk selanjutnya diadakan proses survey.

Setelah proses survey dan kelengkapan persyaratan telah
terpenuhi maka permohonan kredit yang diajukan oleh debitur x
diseleksi lagi. Akhirnya pada tanggal 8 Februari 2001 permohonan
kredit yang diajukan oleh debitur x di setujui dengan disertai
penandatanganan perjanjian kredit, dimana didalamnya
tercantum kesepakatan mengenai besarnya uang muka yang

harus dibayar sebesar Rp. 2.500.000,-, angsuran sebesar
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Rp.520.000,-perbulan, dengan jangka waktu kredit selama 3
tahun. Tanggal jatuh tempo pembayaran dinyatakan pada setiap
tanggal 8 pada bulan berikutnya dengan alasan Kkarena
penandatanganan persetujuan dilekukan pada tanggal 8 Februari
2001. Apabila terjadi suatu keterlambatan angsuran maka akan
dikenakan sanksi denda sebesar ©¢,5% x nilai angsuran x jumlah
hari keterlambatan. Disamping ada juga sanksi lainnya apabila
debitur melakukan wanprestasi. Setelah terjadi kesepakatan
antara kedua beiah pihak maka kemudian 1 unit kendaranan
bermotor dikirim ketempat debitur x.

Waktu terus berjalan dan debitur x selaiu memenuhi
kewajibannya vaitu membayar angsuran kredit sepeda motornya
kepada pihak kreditur. Pada saat waktu membayar angsuran
kredit ke-7 debitur x mulai terjadi masalah yaitu terlambat
membayar angsurannya dan ia mendapat surat peringatan
pertama dari pihak kreditur. Seteclah pada bulan berikutnya ia
juga belum membayar pula sehingga ia mendapat surat peringatan
kedua dari pihak kreditur. Tiga bulan berturut-turut debitur x
tidak bisa membayar angsuran kredit sepecla motornya sehingga
mau tidak mau pihak kreditur memberikan surat peringatan
ketiga kalinya dengan disertai tindakan penarikan sepeda motor
yang diperoleh dari kredit salah satu !embaga pembiayaan

konsumen yang ada di Jember, disamping itu debitur x juga
| dikenai sanksi administrasi. Kemudian debitur x menanyakan
kepada lembaga pembiayaan mengenai uang muka dan uang
angsuran selama 6 kali yang telah dibayarkannya kepada lembeaga
pembiayaan yang bersangkutan, setelah dijelaskan oleh lembaga
pembiayaan tersebut uang muka dan uang angsuran yang telah
dibayar tersebut tidak bisa dikembalikan karena itu merupakan
resiko yang harus ditanggung sendiri oleh debitur.
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2.2 Dasar Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini,
yang termasuk dalam ruang lingkup perdata dan lebih khusus lagi
dalarn hukum perjanjian dan hukum jaminan kebendaan, maka
dasar hukum yang dipakai oleh penulis adalah peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

a. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:
segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun
yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan
baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk
segala perikatan perseorangan.

b. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:
kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi
semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan
penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut
keseimbangan, vaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu
adalah alasan-alasan yang sah untuk didabulukan.

c. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berbunyi: tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan
sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat
sesuatu.

d. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berbunyi: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
suatu orang lain atau lebih.

e. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berbunyi: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat

syarat:
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sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

suatu hal tertentu,;

& W b

suatu sebab yang halal.

f. Pasal 1338 (ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang
membuatnya.

Pasal 1338 (ayat 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berbunyi: suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan
ikhtikat baik.

g. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berbunyi: pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana
pihak yang satu memberikan kepada pihak yang Jain suatu
jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macan:-
macam dan keadaan yang sama pula.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1251/KMK/0.13/1988
memberikan pengertiann  lerubaga pembiayaan konsumen
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk
penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang
pembayarannya dilakuken secara angsuran atau berkala oleh
konsumen.

3. Undang-Undang Nomor: 42 tahun 1999 tentang Fidusia:

a. Pasal 1 ayat 1: _
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda
atau dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda
yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam

penguasaan pemilik benda.
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h. Pasal 1 ayat 2:
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak
yang berwujud maupun tak berwujud dan benda tak
bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor: 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap
berada dalarn penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan
bagi pelunasan 1tang tertentu yang memberikan kedudukan
yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur
Jainnya.

c. Pasal 4
Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para
pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

d. Pasal 27
Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus
karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

e. Pasal 28
Apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan
fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak
yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27
diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya
pada kantor pendaftaran fidusia.

f. Pasal 29 Ayat 1
Apabila debitur pemberi fidusia cidera janji, eksekusi
terhadap benda yang menjadi obyek jaminan f{idusia dapat
dilakukan dengan cara:
a. pelaksanaan terhadap eksekusi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia,
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b. penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui
pelelngan umum serta mengambii pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan.

Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan
cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan para pihak.

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun 2000 tentang tata cara

pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta

jaminan fidusia:
a. Pasal 2 ayat 4

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat 2 dilengkapi dengan:

1.

salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan

fidusia;

. surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk

melakukan pendaftaran jaminan fidusia;

. bukti biaya pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud

dalam ayat 3.

2.3 Landasan Teori

Untuk membahas dan mengkaji permasalahan yang ada

dalam skripsi ini, perlu didukung oleh adanya landasan teori

dengan tujuan memberikan kemudahan-kemudahan didalam

memahami aspek-aspek pengertian yang ada.

2.3.1 Pengertian Perjanjian dan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Secara etimologi perikatan adalah terjemahan dari istilah

dalam bahasa Belanda “Verbentenis”, istilah perikatan ini lebih

umum dipakai dalam litelatur-literatur hukum Indonesia ada pula
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yang menterjemahkan dengan perjanjian atau persetujuan. Perihal
perikatan diatur dalam buku IlI Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wethoek). Perkataan perikatan { Verbentenis)
mempunyai arti luas dari perjanjian, sebab dalam buku III Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diakui juga peribal
hukum yang sama sekali tidak bersumber pada perjanjian atau
persetujuan, yaitu perihal vang timbul untuk pengurusan
kepentingan orang lain dan perihal yang timbul karena Undang-
Undang.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang
berjanji kepada orang lain dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbul suatu
hubungan hukum antara dua orang yang mana perbuatan
perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang
membuatnya dalam bentuk perjanjian yang berupa suatu
rangkaian perikatan yang terdapat ”janji” atau kesanggupan yang
diucapkan maupun tertulis. Dengan demikian hubungan antara
perjanjian perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu
menimbulkan suatu perikatan, suatu perjanjian juga disebut
persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan
 prestasi. Jadi perjanjian ini sumber penting dari perikatan,
perikatan itu berisi perjanjian dan masih merupakan pengertian
abstrak, sedangkan perjanjian adalabh suatu peristiwa yang
konkret (Subekti, 1990:3).

Perjanjian pada umumnya diatur dalam buku III Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata titel 1I, sedangkan titel IV sampai
dengan XVIII diatur tentang perjanjian-perjanjian khusus,
meskipun demikian dengan sendirinya ketentuan-ketentuan yang

mengatur perikatan yang timbul karena perjanjian pada titel 1 dan
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titel IV yaitu tentang hapusnva perikatan tetap berlaku bagi

perjanjian.

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
atau lebih. Dengan adanya perjanjian maka timbullah suatu
hubungan antara para pihak tersebut yang dinamakan perikatan.
Jadi “perjanjian” adalah suatu persetujuan dengan mana dua
orang atau lebih sedang mengikatkan dirinya untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Ibid,
1999:78).

Macam-Macam Pengertian Perjanjian:

1. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau
harta benda anfara dua orang atau lebih yang memberikan
kekuatan hak pada satu pihak untuk mernperoleh prestasi
sekaligus mewsajibkan pihak lain untuk menunaikan perjanjian
prestasi (M. Yahya Harahap, 1982:2);

2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji
kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1990:11);

3. Perjanjian adalan sebagai suvatu perhubungan hak mengenai
harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak
berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak
melakukan  sesuatu hal, sedang pihak yang lain dapat
menuntut pelaksanaan  perianjian tersebut (Wiryono
Projodikoro, 1993:9).

Dengan demtikian jelas bahwa perjanjian mengandung
hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan

perjaniian dan merupakan suatu ikatan antara pihak yang satu
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dengan pihak yang lain dimana masing-masing pihak terikat
dalam hak dan kewajiban.

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila perjanjian
tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan
oleh Undang-Undang, sehingga secara yuridis harus dipenuhi.
Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

a. adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;

b. kecakapan untuk membuat perjanjian;

¢. suatu hal tertentu;

d. suatu sebab yang halal.
a) Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak

yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju
mengenai hal-hal pokck dari perjanjian yang diadakan itu.
Persetujuan merupakan kehendak vang melahirkan kesepakatan
tersebut sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan atau tekanan
dari pihak manapun juga, betul-betul murni atas kemauan dari
para pihak, karena jika perianjian tersebut mengandung unsur
paksaan, kekhilafan atau tipu muslihat maka perjanjian tersebut
dapat dimintakan pembatalan kepada hakim (Subekt, 1987:17).
Kata sepakat itu harus terjadi secara bebas maksudnya tidak
boleh ada paksaan. penipuan maupun kekhilafan untuk adanya
kesepakatan yang dibuatnya, apabila hal itu terjad: perjanjidn ini
menjadi tidak sah (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).
b) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang dalam membuat suatu perjanjian harus cakap
menurut hukum. Pada asas setiap orang yang sudah dewasa dan

cakap menurut hukum (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum
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'Perdata) adalah apabila sudah berumur 21 tahun dan sehat
pikirannya. Dalam pasal pasal 1230 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata disebut bahwa sebagai orang-orang yang tidak
cakap membuat perjanjian yaitu:
1. orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan:
3. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan olch
undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-
undang telah melarang membuat perjanjian tersebut.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 3 disebutkan bahwa
kedudukan seorang istri adalah sama dengan kedudukan suami
dalam rumah tangga, sehingga point ketiga dari pasal 1330 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sudah tidak
diberlakukan lagi.
c) Suatu hal tertentu

Mengandung makna bahwa suatu perjanjian harus mengenai
suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjian, hak-hak dan
kewajiban kedua belah pihak jika timmbul suatu perselisihan dan
barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus
ditentukan jenisnya.
d) Suatu sebab yang halal

Dengan sebab itu dimaksudkan tiada lain dari isi perjanjian,
dengan segera harus dihilangkan satu kemungkinan salah sangka,
bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang
membuat perjanjian yang terpaksa. Bukan itu yang dimaksudkan
oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang
menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau derongan
jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak

diperiukan oleh suatu Undang-Undang. Jadi yang dimaksud
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dengzn sebab atau causa yang halal dari suatu perjanjian adalah
suatu isi perjanjian itu sendiri (Subekti, 1990:9).

Keempat macam persyaratan seperti yang tertuang dalam
pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Ferdata dapat dibagi
menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Subyektif

adalah suatu svarat yang menyangkut pada subyek-subyek

perjanjian itu atau dengan kata lain, syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian dimana hal ini
meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan
kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian.

2. Syarat Obyektif

adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu,

yang meliputi suatu hal tertentu dan causa yang halal.

Ditinjau dari akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua
svarat tersebut adalah berbeda. Apabila syarat subyektif tidak
dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan yang proses
pembatalannya harus melalui proses pengadilan. Sedangkan
apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu
akibat hukumnya adalah batal demi hukum artinya sejak lahir
perjanjian itu sudah batal atau perjanjian itu memang ada tetapi
tidak dapat diberlakukan, karena hukum tidak mengakui
keberadaannya.

2.3.2 Pengertian Kredit

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai perjanjian kredit
terlebih dahulu akan penulis bahas tentang kredit ini sendiri, kata
kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘Credere” yang artinya
kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap
perikatan yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari pihak

lainnya yang telah mengikatkan dirinya. Dari segi ekonomi kata
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kredit dapat diartikan sebagai penundazn pembayaran, artinya

pengembalian atas penerimaan vang dan atau suatu barang tidak

dilakukan bersamaan pada saat menerimaannya, akan tetapi

pengembaliannya dilakukan pada saat tertentu yang akan datang.

Ada beberapa pengertian tentang kredit yaitu sebagai berikut:

. Raymond. P. Kent menyebutkan kredit adalah hak untuk
menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan
pembayaran pada waktu yang akan datang, Kkarena
menyerahkan barang sekarang.

Savelberg, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara

lain:

a. sebagai dasar dari setiap perikatan (verbentenis) dimana
seseorang berhak untuk menuntut sesuatu dar orang lain;

b. sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu
kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh
kembali apa yang diserahkan tersebut.

. Levy, merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:
menyerahkan secara suka rela sejumlah uang untuk
dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima
kredit berhak mempergunakan sejumlah pinjaman itu
dikemudian hari.

. Molenaar, mengemukakan bahwa; kredit adalah meminjamkan
benda kepada pemimjam dengan kepercayaaan benda itu akan
dikembalikan  dikemudian hari kepada pihak yang
meminjamkan.

Berdasarkan definisi tersebut Molenaar mengembangkan jenis

kredit sebagai berikut:

a. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembaiikan dalam

bentuk uang:

b. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam

bentuk barang;
. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan
dalam bentuk barang;
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d. Kredit berupa barang yang dikernudian hari dikembalikan
dalam bentuk uang (Marhaenis Abdul Hay, 1984:142}.

Berdasarkan beberapa definisi kredit tersebut diatas, kredit
merniliki arti yang khusus, yaitu meminjamkan benda bisa dalam
bentuk uang. Dimana perjanjian pinjam meminjam diatur dalam
Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menentukan bahwa, perjanjian pinjam meminjam ialah
persefujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada
pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis
karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan
ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula.

Dari uraian Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tersebut, terlihat sifat umum dari perjanjian pinjam
merpinjam dengan beberapa unsur:

1. Perjanjian pinjam meminjam bisa berupa barang pada
umumnya juga termasuk uang;

2. Terjadi pada suatu masysrakat umum dan dapat pula terjadi
pada dunia perbankan;

. Setelah dipinjam, dikembalikan pada yang meminjamkan;

w

4. Boleh ditetapkan bunga, boleh tanpa bunga (Marhaenis Abdu!
Hay 1984 : 145).

Jadi perjanjian pinjam meminjam menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mengandung makna yang luas, yaitu
cbjeknya adalah benda termasuk didalamnya berupa uang.

2.3.3 Pengetian Konsumen
Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan
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bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat
baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono, yang dimaksud
dengan konsumen adalah: pemakai akhir dari barang dan atau
jasa untuk diri sendiri atau keluarganya.
Bertitik tolak dari pengertian konsumen tersebut diatas,
maka konsumen secara yuridis mempunyai hak dan kewajiban
yang dilindungi oleh Undang-Undang.
Hak-hak konsumen antara lain:

a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan
barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

- kondisi serta jaminan vang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi penjaminan barang dan atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapainya dan keluhannya atas barang
dan atau jasa yang digunakan;

e. dan lain-lain.
Kewajiban konsumen antara lain :

a. beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
cdan atau jasa;

b. membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati,

¢c. membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi
keamanan dan keselamatan,

d. dan lain-lain.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

22

2.3.4 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Pembiayaan Xkonsumen merupakan salah satu model
pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping
kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya.
Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas,
yaitu para konsumen. Besarnya biaya yang diberikan per
konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk
dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang
keperluan konsumen yang dipakai untuk keperluan hidupnya.
Misainya barang-barang keperluan rumah tangga, kendaraan
bermotor roda duz, mobil, televisi dan lain-lain. Karena itu resiko
dari bisnis pembiayaan konsumen ini juga menyebar, berhubung
akan telibat banyak pihak konsumen dengan pemberian biaya
yang relatif kecil. Ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Namun
demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen tidak
punya resiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, resiko
terhadap macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen
merupakan hal yang sering terjadi.

Pranata hukum pembiayaan konsumen dipakai sebagai
terjemahan dari istilah “Consumer Finance”, pembiayaan
konsumen ini tidak lain dari jenis kredit konsumsi (consuiner
credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh
perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan
oieh bank (Murir Fuady, 1995:205).

Dimaksud lembaga pembiaya menurut keputusan Menteri
Keuangan Nomor 1251 / KMK / 0.13 / 1983 adalah suatu

kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi
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konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya
dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Sedang pengertian kredit konsumsi yang sebenarnya secara
subtantif sama dengan pembiayaan konsumen adalah: kredit yang
diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-
barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari

pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan
| produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat
mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa,
maka dari biasanya diberikan dengan tingkat suku bunga yang
lebih tinggi (A. Abdurrahman, 1991:242).

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa
sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan
konsumen adalah sama, hanya pihak pemberi kreditnya berbeda.
2.3.5 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam
dunia bisnis di Indonesia maupun dalam lapangan hukum,
Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hak ini yaitu
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia juga
menggunakan istilah “fidusia”.

Dengan demikian istilah fidusia sudah merupakan istilah
resmi dalam dunia hukum kita, tetapi sering kita jumpai dalam
bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah
penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dalam terminologi
bahasa Belanda yang lengkapnya adalah “ Fiduciare Eigendom
Overdracht “ atau sering disingkat dengan FEO.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1899 Tentang Jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
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dengan ketentuan bahwa benda yang hak Kkepemilikannya
dialihkan tetap dalam pengawasan pemilik benda.

Sedang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan
jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang
berwujud maupun tidak berwujud khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 rtentang hak
tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,
sebagai agunan bagi pelunasan hutang terteritu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap
kreditur lainnya.

Mengenai fidusia dan jaminan fidusia Gunawan Widjaja dan
Achmad Yani mengemukakan bahwa: “Fidusia merupakan suatu
proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah

jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia” (2000:123).

' Ditinjau dari asal katanya fidusia berasai dari kata fides yang
berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan
hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima
fidusia) merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada
kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia
mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan,
setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya
bahwa pember: fidusia tidak akan menyalahgunakan barang
jaminan yang berada dalam kekuasaannya (Gunawan Widjaja dan
Achmad Yani, 2000:113).

Jadi secara kepercayaan artinya tidak betul-betul untuk
dimiliki, sehingga kreditur pemegang jaminan fidusia dinamakan
juga dengan fiduciairus dengan penyerahan tersebut benar-benar

telah menjadi pemilik dari benda jaminan dengan hak-hak
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sebagaimana yang dipunyai seorang pemilik, tetapi bukan untuk

dimiliki, melainkan penverahan didasarkan kekuasaan untuk

jaminan pelunasan kurang, jka debitur tidak mampu

mengembalikan pinjamannya (J. Satrio, 1996:176)

2.3.6 Macam-macam Wanprestasi

Wanprestasi ini merupakan bentuk terjemahan dari bahasa
Belanda “Wanprestatie” yang mempunyai arti tidak terpenuhinya
kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik
perikatan yang ditimbulkan dari Undang-Undang maupun dari
perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut ada dua macam
kemungkinan yang dapat digunakan sebagai alasan vaitu:

a. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun
karena kelalaian;

b. karena keadaan memaksa (force majeure), diluar kemampuan
debitur dalam arti debitur tidak bersalah.

Untuk menetukan apakah seorang debitur dinyatakan
bersalah melakukan wanprestasi, terlebih dahulu perlu
ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu
dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada empat
keadaan yaitu sebagai berikut:

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur
tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk
dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi
kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan
yang timbul karena Undang-Undang;

2. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, disini
debitur telah melaksanakan atau memenuhi apa yang
ditentukan oleh Undang-Undang tetapi tidak sebagaimana
mestinya menurut kwalitas yang ditentukan dalam perjanjian

atau menurut kwalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang;
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3. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya,
disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat atau waktu
yang ditetapkan didalam perjanjian tidak terpenuhi;

4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan tetapi dilakukan oleh pihak debitur (Abdul Kadir
Muhammad, 1993:211).

Didalam pasal 1243 dan pasal 1234 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata terdapat pengertian wanprestasi sekaligus tentang
macarn-macam wanprestasi: penggantian biaya rugi dan bunga
karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai
diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuh:
perikatannya, tetap melakukannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat
dalam tenggang wakiu yang telah dilampaukannya. Pasal 1234
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: tiap-tiap perikatan adalah
untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak
berbuat sesuatu.

Akibat hukum terhadap debitur yang benar-benar telah
melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. pemutusan atau pembatalan perjanjian;

b. pelaksanaan kewajiban sehagaimana mestinya;

c. pembayaran ganti rugi;

d. pemutusan perjanjian ditambah pembayaran ganti rugi;

e. pelaksanaan kewajiban ditambah pembayaran ganti rugi
(Subekti, 1990:45).
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3.1 Bentuk Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan

Konsumen

Hubungan hukum pada lembaga pembiayaan konsumen
yaitu antara pihak kreditur dengan pihak debitur (konsumen )
adalah hubungan yang bersifat kontraktual dalam hal ini kontrak
pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai
kreditur dan pihak penerima biaya sebagai debitur atau
konsumen, pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk
memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu benda atau
barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen)
berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut
secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan
kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen
adalah sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan-ketentuan
tentang perjanjian kredit dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dapat diberlakukan.

Adapun bentuk perjanjian yang diterapkan pada lembaga
pembiayaan konsumen antara pihak pemberi dana (kreditur)
dengan pihak penerima dana (konsumen), dapat dikatakan sudah
mempunyai bentuk-bentuk tertentu yang sudah disediakan dalam
jumlah yang banyak oleh pihak pemberi dana (kreditur) yang
disebut dengan perjanjian baku atau standart contract.

Perjanjian bakv atau standart contract merupakan bentuk
perjanjian yang banyak digurakan masyarakat. Ciri dari
perjanjian baku ini bahwa klausul-klausul yang terdapt

didalamnya sudah ditentukan oleh salan satu pihak dalam suatu

27
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formulir perjanjian tercetak dan bagi pihak lain hanya menyetujui
atau menolak isi perjanjian baku tersebut. Perjanjian baku atau
standart contract ini sama sekali tidak memberikan kebebasan
bagi para pihaknya untuk menambah atau mengurangi isi dari
perjanjian tersebut.

Gatot Supramono (1997:63) memberikan pengertian
perjanjian baku sebagai berikut:

Perjang'lianﬂba_ku_ adalah gertap,i_ian yang bentuknya tertulis

dan sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui, namun

dalam praktek belum pernah terjadi perjanjian kredit
maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang menggunakan
standart contract yang dibatalkan dengan putusan
pengadilan, meskipun secara teori perjanjian itu tidak sah,
karena perjanjian tidak dibatalkan, maka perjanjian menjadi
tetap sah dan mengikat kedua belah pihak serta dapat
dilaksanakan.

Standart contract turnbuh dilatar belakangi dengan keadaan
sosial ekonomi perusahaan yang besar, perusahaan semi
pemerintah atau perusahaan pemerintah yang mengadakan
kerjasama dalam suatu organisasi untuk kepentingannya
menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk
diajukan pada pihak lain, dimana pada umumnya pihak yang lain
tersebut mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih rendah baik
karena posisinya maupun ketidaktahuan sehingga menerima apa
yang disodorkan itu.

Standart contract sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian
dimana pihak bank memberikan blanko ({formulir atau model)
perjanjian kredit kepada calon nasabah debitur dimana bentuk
dan isi blanko telah disusun dan disiapkan terlebih dahulu oleh
pihak bank dengan tanpa dibicarakan telebih dahulu dengan calon
nasabah debitur. Bentuk blanko yang berisi syarat baku yang
telah tersusun dan terbentuk dari bank tersebut yang disebut

perjanjian baku atau standart contract. Jadi telah ada penentuan
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syarat-syarat tertentu yang telah dibuat bank sendiri untuk
disetujui calon nasabah debitur. Dalam standart contract ini
keterlibatan calon nasabah debitur hanya sejauh dimintakan
pendapat apakah setuju atau tidak dengan syarat yang tersebut
dalam formulir tersebut.

Adapun penggunaan standart contract ini karena adanya
perbuatan-perbuatan hukum atau perjanjian sejenis yang terjadi
secara berulang disertai isi dan syarat perjanjian vang selalu
sama, perbedaannya hanya pada obyek dan subyek. Hal ini dapat
terjaci berulang-ulang dan teratur bisa melibatkan banyak pihak
sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan untuk
menghemat waktu dan alasan praktis sehingga kemudian
dibakukan agar mudah penyediaannya jika dibutuhkan dan
sebagai wujud pelayanan yang baik pada calon nasabah debitur.

Melihat dari segi terjadinya maupun berlakunya maka
standart contract digolongkan menjadi dua, yaitu:
1. perjanjian standart contract
adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan
terlebih dahulu oleh kreditur kernudian disodorkan kepada
debitur.
2. perjanjian standart khusus
adalah perjanjian standart yang ditetapkan secara sepihak oleh
pemerintah, baik adanya dan berlakunya untuk para pihak.

Standart contract memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu :

a. isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi
ekonominya lebih kuat;

b. masyarakat (pelanggan) sama sekali tidak ikut bersama-sama
menentukan isi perjanjian;

c. terdorong oleh kebutuhannya masyarakat terpaksa menerima

perjanjian itu;
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d. bentuknya tertentu (tertulis);
e. disiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Perjanjian baku atau stendart contract ini tidaklah harus
disetujui oleh pihak yang berkepentingan, pihak tersebut dapat
menerima ataupun menolak perjanjian tersebut. Adanya unsur
pilihan ini disimpulkan bahwa perjanjian baku ini tidak melanggar
asas kebebasan berkorntrak (pasal 1320 jo pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukuwm Perdata). Artinya pihak yang terkait
masih diberi hak untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang
ditawarkan kepadanya.

Berkaitan hal tersebut, Tje’' Aman (1989:33) memberikan
pendapat sebagai berikut :

Bila diperhatikan dengan seksama, perjanjian (standart}
kredit ini sebenarnya mengandung kelemahan; terutama
dihubungkan dengan pasai 1320 jo 1338 KUH Perdata.
Dikatakan mengandung kelemahan karena dalam perjanjian
xredit tidak terkandung adanya kesepakatan (konsensus)
dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya
sepihak. Sedangkan pihak pemohon dalam memberi
kesepakatannya hanyalah fiktit belaka, dengan demikian
perjanjian kredit bank dan lembaga perkreditan lainnya
seperti tersebut diatas tidak saja mengandung kelemahan
tetapi juga sekaligus menyimpang dari asas-asas yang

terkandung dalam pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdazta.

Pendapat lain berkaitan dengan hal tersebut, yaitu antara
lain adalah (Gatot Suparmono, 1997.:62):

1. Pitlo
Perjanjian baku adalah dwang corntract karena kebebasan pihak
yvang dijamin sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Slayter
Perjanjian baku merupakan kontrak yang bersifat paksaan,
bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang
lebih kuat, sedangkan salah satu pihak kurang cukup
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pengertian tentang kontrak tersebut, atau mungkin karena
kecerobohan pihak lain.
Memperhatikan dari pendapat tersebut, berarti dapat

dikatakan standart contract adalah tidak sah sesuai dengan pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun Tje’ Aman
(1989 : 33) kemudian kembali berpendapat bahwa:

Terlepas dari kelemahan dan penyimpangan terhadap pasal
1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita
harus bisa menerima keadaan tersebut sebagai kenyataaan.
Sebab dari satu segi, timbulnya perianjian (standart) kredit
tidak dilatarbelakangi oleh kaum ekonomi kuat, tetapi
dilatarbelakangi kemauan pemerintah untuk membantu
atau merangsang pertumbuhan pengusaha ckonomi lemah
lewat Dbantuan kredit. Sedangkan sisi lain, pemberian
pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang
ketat akan mengakibatkan terbukanya resiko yang besar
bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan
melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam pemberian
kredit itu sendiri.

3.2 Proses Penyelesaian Apabila Debitur Melakukan wanprestasi
3.2 1 Kedudukan Kreditur Dengan Hak Didahulukan

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model
pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping
kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya.
Target pasar dari mecdel pembiayaan konsumen ini sudab jelas
yaitu para konsumen. Dalam sistem pembayaran konsumen dapat
saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana
untuk pembelian barang-barang produk dar: perusahaan dalam
kelompoknya, jadi markemya sudah tertentu. Perusahaan
pembiayaan seperti ini disebut dengan captive finance company,
misal lembaga pembiayaan PT. FIF (Federal International Finarce)
memberikan bantuan dana untuk pembelian sepeda motor merk

Honda, PT. BAF (Bussan Aute Finance) memberikan bantuan dana
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untuk pembelian sepeda motor merk Yamaha dan PT. ADIRA
DINAMIKA MULTI FINANCE vang memberikan bantuan dana
untuk pembelian sepeda motor merk Suzuki.

Namun demikian, meskipun lembaga pembiayaan ini sudah
mempunyai market tertentu bukan berarti bisnis pembiayaan
konsumen ini tidak punya resiko sama sekali. Sebagai lembaga
pemberi kredit resiko itu tetap ada berupa macetnya pembayaran
tunggakkan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi.
Apabila hal ini terjadi pihak kreditur (lembaga 'pembiayaan
konsumen) mempunyai hak didabulukan atau privilegie seperti
yang disebutkan dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata bahwa memberikan hak yang diberikan oleh Undang-
Undang kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih
tinggi dari pada berpiutang lainnya, semata-mata didasarkan pada
sifat-sifatnya piutangnya.

Privilegie meskipun bukan merupakan jaminan yang bersifat
kebendaan dan bukan pula jaminan yang bersifat perorangan
tetapi bersifat memberikan jaminan, yaitu kreditur mempunvai
hak privilegie terhadap benda hak milik debitur, jika perlu benda
itu dapat dilelang untuk melunasi piutangnya. Hak kedudukan
(privilegie) bukan lahir dari perjanjian melainkan lahir karena
Undang-Undang (Sri Soedewi, MS, 1981:31). Akibat hukumnya
pemegang privilegie mendapatkan suatu jaminan untuk lebih
- didahulukan pelunasan atau pembayaran termasuk didalamnya
adalah hak-haknya apabila berbenturan dengan kreditur-kreditur
lainya, kecuali kreditur yang dijamin dengan gadai dan hipotik.
3.2.2 Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur

Hubungan antara pihak debitur atau konsumen dengan
pihak kreditur antara lembaga pembiayaan konsumen adalah
berhubungan yang bersifat kontraktual, yaitu terjadinya kontrak
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pembiayaan konsumen. Dengan demikian sebagai konsekuensi
yurudis dari kontrak atau perjanjian kredit tersebut, maka setelah
seluruh kontrak atau perjanjian kredit tandangani dan dana
sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan kepada
konsumen, selanjutnva barang tersebut atau barang vang
bersangkutan sudah langsung menjadi milik konsumen. Meskipun
kemudian barang tersebut dijadikan jaminan hutang melalui
perjanjian pembayaran jaminan secara fidusia.

Perjanjian penyerahan jaminan secara fidusia berdasarkan
pada Pasal 4 Undang-undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan
perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
Perjanjian penyerahan jaminan secara tfidusia adalah merupakan
perianjian yang bersifat accesoir yang adanya mengikuti perjanjian
pokok, apabila perjanjian pokoknya sudah habis maka jaminan
fidusia tersebut juga akan berakhir.

Jadi tanggung jawab debitur atau konsumen disini adalah
berupa pemenuhan suatu prestasi dalam bentuk memberikan
sesuatu kepada pihak kreditur. Apabila prestasi untuk
memberikan sesuatu ini dikaitkan dengan fakta yang telah penulis
sebutkan pada Bab Il di muka dapat berupa pembayaran uang
angsuran setiap bulannya yang tanggal jatuh tempo dan besarnya
sesuai dengan yang telah disepakat dalam suatu perjanjian kredit
yang telah ditandatanganinya.

Tanggung jawab debitur terhadap kreditur ini sesuai dengan
ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyebutkan: kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-
sama bagi semua orang yang mengutangkan Kkepadanya,

pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut
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keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-
masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan, sehingga dengan demikian
tanggung jawab debitur merupakan tanggung jawab terhadap
jaminan khusus yang hanya terbaras terhadap benda yang
digunakan sebagai barang jaminan fidusia itu saja.

3.2.3 Eksekusi Jaminan Fidusia

Konsumen atau debitur yang telah memperoleh kredit dari
lembaga pembayaran konsumen tidak seluruhnya dapat
mengembalikan dengan baik sesuai dengan waktu vang telah
diperjanjikan. Akibat hukumnya konsumen tidak dapat mebayar
lunas hutangnya, lalu menjadikan perjalanan kredit yang telah
disalurkannya terhenti atau macet. Keadaan yang demikian dalam
hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji.
Sebagai mana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian
pinjam uang, yang imeletakkan kewajiban kepada debitur untuk
membayar tepat pada waktunya, apabila tidak dapat dikatakan
wanprestasi. Ada tiga macam perbuatan yang tergoliong
warnprestasi yaitu :

1. Konsumen sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit;

2. Konsumen membayar sebagian angsuran kreditnya,

3. Konsumen membayar luas kredit setelah jangka waktu yang
diperjanjikan berakhir (Gatot Supraraono, 1997:131).

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik
adalah manakala jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat
dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian
hukum. Jaminan fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang
pada dasarnya juga harus mempunyai unsur-unsur tersebut,
yaitu: cepat, murah, sederhana dan mengandung kepastian

hulkum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun
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eksekusi terhadap jaminan fidusia secara bervariasi, sehingga
para pihak dapat memilih jenis eksekusi mana yang mereka
inginkan.

. Eksekusi terhadap jaminan fidusia menurut pasal 29 (1)
Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999, dapat dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut:

1. Eksekusi Fidusia dengan Titel Eksekutcrial

Sesuai ketentuan vang terdapat dalam HIR, setiap akta yang

mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan dengan

eksekusi. Pasal 224 HIR tersebut menyatakan bahwa grosse
akta hepotek dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris

Indonesia dan yang kepalanya berbunvi: “Demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama

dengan kekuatan suatu keputusan hakim, jika tidak dengan
jalan damai maka surat-surat yang demikian dieksekusi
dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tinggal atau

tempat diam debitur itu. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan

pasal 196 HIR kreditur harus rnengajukan  permohonan
kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dapat dilaksanakan
eksekusi atas benda jaminan berdasar titel eksekutorial
sertifikat jaminan fidusia.
2. Eksekusi jaminan  fidusia secara Praktek eksekusi lewat
| pelelangan umum.

Fksekusi terhadap jaminan fidusia dapat juga dilakukan

dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat

lembaga pelelangan umum (kantor leiang), dimana hasil
pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran

piutangnya. Praktek eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat
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dilakukan tanpa melibatkan lembaga pengadilan sama sekali.
Hal ini terdapat di dalam pasal 29 ayat 1b Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa “ penjualan
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasan
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum”.

3. Eksekusi jaminan fidusia secara penjualan di bawah tangan
Jaminan fidusia dapat juga dicksckusi dengan cara menjual
benda obyek fidusia tersebut secara di bawah tangan, asalkan
terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut pasal 29 ayat lc,
maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara
di bawah tangan adslah sebagai berikut:

a. dilakukan berdasarkan kesepakatan antars pemberi dan
penerima fidusia;

0. jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut
dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

c. diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau
penerima fidusia kepada pinak-pihak yang berkepentingan;

d. diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar
di daerah yang bersangkutan;

e. pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu

bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Dalam undang-undang ini keberadaar jenis-jenis eksekusi
untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk
menagih hutangnya yang mempunyai jaminan fidusia, hal ini
sangat efektif dan efisien serta praktis bagi hutang yang dibebani
dengan jaminan fidusia.

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Penyelesaian

Debitur Yang Melakukan Wanprestasi

Semua pengikatan jaminan kredit akan sangat berperan

apabila debitur atau konsumen melakukan wanprestasi maupun
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default atas pinjman yang telah diterimanya, karena secara
yuridis kealpaan dalam kewajiban pengembalian kredit dapat
menurunkan citra bonafiditas lembaga yang telah memberikan
kredit termasuk didalamnya di daerab-daerah. Untuk itu disini
harus diperhatikan adanya taktor pendukung dan
penghambatnya.

Faktor-faktor yang mendukungnya antara lain:

1. Kepercayaan

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah

kepercayaan dari kreditur kepada debitur atau konsumen,

bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup
membayar hutang-hutangnya. Jadi disini prinsip-prinsip
pemberian krdit yang beriaku pada lembaga perbankan harus
pula diberlakukan kepada lembaga-lembaga pembiayaan
konsumen, yang dikenal dengan prinsip 5 C (collecteral.
capasity, charakter, capital condition of economy).

2. Kegiatan Dokumentasi

Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering

dipergunakan dalam praktek lembaga-lembaga pembiayaan

konsumen yang capat digolongkan sebagai
berikut:

a. dokumen pendahuluan, termasuk didalamnya adalah
credit application form, survey report dan credit approval
memoranadum:

b. dokumen pokck adalah perjanjian pembiayaan konsumen
ini sendiri, yang mempunyai termms and conditios yang
mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan;

¢. dokumen jaminan, termasuk didalamnya adaiah

perjanjian fidusia, cassir asuransi, kuasa menjual,
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pengakuan hutang dan persetujuan istri atau suami atau
persetujuan komisaris;

d. dokumen kepemilikan barang, yang biasanya berupa
BPKB, fotocopy STNK atau faktur-faktur pembelian dan
lain sebagainya;

e. dokumen pemesanan dan penyerahan barang, biasanya
diberikan certificate of delevery and acceptence, delevery
order dan lain-lain (Munir Fuady, 1995:213).

3. Peraturan perunidang-undangannya

Aspek hukum dalam menjalankan perkreditan merupakan
aspek yang sangat penting untuk mengupayakan
kolektibilitas kredit secara hukum. Dampak dari tertibnya
administrasi aspek hukum ini adalah kelancaran pelayanan
kredit dan berbagai tindakan penyelamatan kredit jika
diperlukan nantinya.

Faktor-faktor penghambatnya antara lain:

1. Kurangnya upaya untuk menyadarkan kepatuhan konsumen
dalam memenuhi kewajibannya terutama yang berkaitan
dengan pembayaran pokck pinjaman sesuai dengan jadwal
waktu pengambalian, pembayaran angsuran pinjaman setiap
bulannya harus sesuai dengan tanggal jatuh tempo;

2. Terjadi penurunan terhadap penghasilan dari waktu ke waktu
sehingga menyababkan berkurangnya pendapatan yang
seharusnya diperoleh yang kemudian menyebabkan terjadinya
kesulitan-kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada
kreditur atau lembaga pembiayaan konsumen (Buddy
Trisantoso, 1996:1%5).

3. Bencana alam
Kejadian ini yang terjadi di luar kemampuan manusia yang

tidak dapat diprediksi sebalumnya dan dapar dikategorikan
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sebagai force majeur. Peristiwa yang dernikian ini jelas akan
dapat mempengaruhi tevhadap kelancaran pelunasan kredit,

apabila hal ini betul-betul menimpa pada diri konsumen.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Hasil pembahasan yang telah penyusun sajilkan pada bab Il
dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani
bersama oleh konsumen atau debitur dengan pihak kreditur
atau lembaga pembiayaan kensumen bentuknya adalah
perjanjian standart atau standart contract , meskipun dari segi
yuridis perjanjian dalam berntuk seperti ini tidak memenuhi
unsur-unsur pasal 1320 yo pasal 1338 (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yakni asas konsensualisme dan asas
kebebasan berkontirak, namun demikian karena dalam praktek
tidak pernah dipermasalahkan oleh anggota masyarakat dan
cdalam dunia bisnis sangat dibutuhkan untuk efisiensi waktu,
dana, dan tenaga maka perjanjian baku dalam masyarakat
dapat diberlakukan.

2. Bahwa apabila pihak debitur atau konsumen melakukan
warnprestasi proses penyelesaiannya diutamakan kepada
kreditur lebih dahulu, karena kedudukan pihak kreditur
mempunyai hak didahulukan dalam pelunasan piutangnva dan
mempunyai kedudukan untuk didahulukan daripada kreditur-
kreditur lainnya yang terjadi kemudian berdasarkan pasal 1134
(1) Kitab Undang-Undang Hukumrn Perdata. Terhadap pihak
debitur memiliki tanggung jawab hanya sebatas benda yang
digunakan sebagai jaminan secara fidusia. Itu juga tidak
termasuk didalamnya harta benda pribadinya karena jaminan

fidusia termasuk jaminan yang bersifat khusus. Hal ini sesuai

40
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dengan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Sedang terhadap benda yang dipakai sebagai obvek jaminan
fidusia apabila debitur wanprestasi bisa dilakukan eksekusi
sesuai dengan pilihan dan kesepakatan yang telah dilakukan
olen pihak debitur sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999

3. Bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap
pemenuhan suatu prestasi dalam perjanjian kredit antara
pihak konsumen dengan pihak lembaga pembiayaan konsumen
selalu ada, dan ini erat kaitannya dengan sudut yuridis dalam
bentuk peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan
yang ditentukan dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan
itikad baik. Sedangkan faktor penghambatnya berkaitan

denigan kondisi perekonomian negara maupun dari debitur.

4.2 Saran
1. Bagi pihak kreditur hendaknya dalarn membuat dan
enerbitkan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan
hak milik secara fidusia yang bentuknya merupakan perjanjian
baku, harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak
debitur yang dalam perianiian ini mempunyai kedudukan yang
lemah bila dibandingkan dengan posisi kreditur yang
mempunyai kedudukan yang lebih kuat
2. Apabila debitur dalam perjalanan pengembalian Kkreditnya
melalui angsuran mengalami suatu masalah, sehingga dapat
dikatakan debitur melakukan wanprestasi, proses
penyelesaiannya hendaknya memperhatikan dan
memberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti
yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang jaminan fidusia, sehingga pelaksanaan eksekusi
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terhadap benda dalam hal ini kendaraan bermotor roda dua
yang dibebani dengan jamianan fidusia tidak merugikan
kepentingan-kepentingan debitur

. Faktor-faktor pendukung yang sudah ada dalam perjanjian
hutang piutang dengan jaminan fidusia, hendaknya bisa
dipertahankan dan kalau mungkin ditingkatkan agar bisnis
lembaga pentbiayaan konsumen bisa berjalan sesuai yang
diharapkan. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya bisa
ditekan sedemikian kecil, sehingga kepercayaan para
konsumen terhadap lembaga pembiayaan ini bisa menjadi

semakin kuat.
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SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN PENYERAHAN-HAK MILIK SECARA FIDUCIA

.. tahun .. fin ydi ... telah diadakan perjanjian antara.:
suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta,
dan berkantor Cubang di Mutiara Plaza, JI. Diponegoro 40-41, Jember (“PERSEROAN") yung untuk selunjutnya disebut PIHAK PERTAMA/KREDITOR
b.

2 FERRCN i remios + Perseroun Terbatus/Firmw/Persekutuan Komanditer yang didirikan menurut hukum Negara Republik
Indonesia berkedudukan di ...... dun berkantor pusat di ..
dalam hal ini diwakili oleh .................. yang selanjutnyu disebut PIHAK KEDUA/DEBITOR.

Kedua belah pihak teluh setuju untuk mengadakan Perjunjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia, sebagai Jaminan (selanjutnya
disebut Perjanjian) dengan memenuhi syarat-syarat dun ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ;

PASAL |
PIHAK PERTAMA dengun ini menyatakun setuju untuk menyediakun fasilitas Hutang Piutung dengun Penyerahan Huk Milik secaru Fiducia scbagaimana
PIHAK KEDUA menyatakan sciuju pula menerima fasilitas Hutang Piutang dengun menyeruhkan Huk Milik secara Fiduciu kepuda PIHAK PERTAMA dalam
bentuk dana untuk pembelian ........
Keterangan Objek Barang : -

Objek Barang Harga Penjual/Alamat

Sesuai dengan surat pesanan kendaraan (PO/Purchase Order) yang diajukan PIHAK PERTAMA padu Dealer/Pemilik mobil/sepeda motor dan Berita Acara
Serah Terima Barang (BAST) terlampir, selanjutnya disebut “barang™.
PASAL 2

PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran atas Hutang Piuwtang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia pada PIHAK PERTAMA dengan perincian
pembayaran sebagai berikut :

1.1 Harga Objek Barang ) 4 Rp.
1.2 Uang muka kepada Penjual ......enons. %o :  Rp.
1.3 Hutang Pokok :  Rp.
14 BUNBA ! .. B S
LS Angsuran Hutang Pokok dan bunga perbulan 5 Ry
1.6 Jumlah angsuran/dibayar dalam L ¢ ) kali dibayar

1.7 Pembayaran Pertama angsuran hutang pokok
dan bunga jatuh tempo pada

1.8 Pembuyaran uung sngsuran selanjutnya
jatuh tempo pada ¢ langgal jutuh lempo pembayarun uung angsuran selanjutnya

1.9 Pembayaran lainnyu yang harus dibayar
sebelum pencairan hutung piutang

a. Biaya Asuransi H Rp.
b. Biaya Administrasi + Rp.
o Uang Mk v % ! Rp.

Dibayarkan pada tanggul
1,10 Biaya Jusa Hukum & Noturis

PASAL 3
Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia ini berlaku terhitung sejak ditanda tanganinya Perjanjian ini dan berakhir pada
tanggal lunasnya hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertuma.
PASAL 4: JAMINAN
l. PIHAK KEDUA menyerahkan Juminan atas Perjanjiun Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia pada P.HAK PERTAMA scbagai

berikut : - Surat Kuasa atas Barang - Asuransi selama masa pembiayaan
- BPKB - Fakwr Pembelian
2. PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen Tambahan yang diperlukun termusuk tetapi tidak terbatus pada :
- Surut Instruksi Penyerahan BPKB - Kwitansi Blanko Rangkap 3

= Surwt Pesanan
3. PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan tambahan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk
- Surat berharga berupa :

- Surat lain/barang

= Juminan pihak ketiga

PASAL 5 : PERSELISIHAN
1. Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian ini kedua belah pihuk setuju dan sepukat untuk mcnyelcsniknn'secam musyawarah dan mufakat.
2. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah PIHAK PERTAMA/KREDITOR berkantor,
PASAL 6 : LAIN-LAIN
1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejuk tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban PIHAK KEDUA telah
diselesaikan seluruhnya,
2. Kedua belah pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat-syarat Perjanjian sebagaimana yang telah tertulis pada perjanjian ini dan
merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Perjunjian ini, berikut perubahan-perubahannya (jika ada).

Demikian perjanjian ini dibuat utas dusar itikad baik para pihak dun dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jember,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

SAKSI 1 SAKSI 1l PENJAMIN MENYETUJUI
(Komisaris/ Suami / Istri)
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PEMBERIAN JAMINAN TAMBAHAN; KENDARAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 1

Alamat

Debitur pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia yang
ditanda tangani dengan PT, «veeviiinnnnnns ettt LR AL IR ak tangga]

No.
Dengan ini memberikan jaminan tambahan atas perjanjian tersebut diatas berupa :

1 (satu) Unit Kendaraan berikut BPKB

. Jenis

No. Polisi

Warna

No. Mesin

No. Rangka :

Atas Nama

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan kendaraan tersebut pada. T, fooasanscresomssssassinianinie,
----------- - jika tidak menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum pada Perjanjian
Pembiayaan tersebut diatas tanpa harus menunggu penyelesaian pembayaran dengan menggunakan

kendaraan yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan diatas dan untuk hal tersebut BPKB atas kendaraan
tersebut diserahkan kepada PT. .oocccvveeeeeiiiiirieiiieeieeisisnnns

Debitur dengan ini menyatakan bersedia melepaskan hak-hak istimewanya berdasarkan peraturan,

perundangan yang berlaku termasuk pasal 1831, 1832, 1839, 1843, 1845, 1847 dan 1849 Kitab Undang
Undang Hukum Perdata. a

Demikianlah hal ini dinyatakan untuk dapat diketahui- oleh pihak-pihak yang berkepentingan dikemudian
hari,

Jember,

Yang membuat Pernyataan, i Mengetahui
Debitur Suami/Isteri
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SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama R

' s T O e S

Alamat

. Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberi kuasa pada :

Nama

Pekerjaan gt .

Alamat

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama A
Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

KHUSUS

1. Melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) .. unit
kendaraan yang tersebut dibawah inj :

No. Rangka

No. Mesin

Warna

2. Mengambil barang tersebut dan menyimpan barang tersebut dengan baik, apabila Pemberi Kuasa
lalai melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik
secara Fiducia No. tertanggal .

3. Menjalankan, memindah tangankan atau menjual serta menyerahkan kepada siapa saja termasuk
kepada yang diberi kuasa dengan harga pasaran yang layak dan syarat-syarat yang dianggap baik
oleh Penerima kuasa,

4. Menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, menanda tangani semua surat-surat yang
perlu, menyerahkan barang-barang, menerima uangnya, memberikan kwitansi/tanda penerimaannya
yang sah serta menyerahkan segala sesuatu yang berguna untuk keperluan tersebut diatas tanpa
terkecuali, sampai dengan seluruh jumlah hutang berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya
dibayar lunas.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan hak subtitusi dan tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan

berakhir karena sebab-sebab apapun yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. ‘

Jember,

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa
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PEMBERITAHUAN . PENUTUPAN

Menunj‘uk Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia No. .o ——
tertanggal ... . atas nama Peminjam : ...........
BOPAIBIIAL B i

dengan ini menyetujui penutupan kondisi asuransi atas kendaraan tersebut dibawah ini :

Merk / Type !
Tahun / Warna H

" BPKB atas nama b i

Dengan kondisi sebagai berikut :

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Harga Pertanggungan (HP)

Premi Asuransi ... %

Periode Asuransi

Bentuk Pertanggungan :  Total Loss Only (TLO)

penutupan kondisi asuransi tersebut diatas berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Asuransi hanya berlaku untuk tanggungan kerugian yang diakibatkan oleh :
a. Kehilangan, Pencurian atau perampasan dengan kekerasan.

b. Kebakaran atau kerusakan akibat kecelakaan hingga mehcapai 75% atau lebih dari Harga
Pertanggungan (HP).

2. Penyusutan Harga Pertanggungan (HP) :

- HP tahun pertama adalah : 100% dari OTR
- HP tahun kedua adalah : 85% dari tahun pertama
- HP tahun ketiga adalah : 85% dari tahun kedua

Biaya resiko sendiri untuk setiap kerugian/peristiwa sebesar 10% dari Pertanggungan (HP).

4. Klaim Asuransi harus dilaporkan dalam waktu 3x 24 Jam sejak terjadinya peristiwa kepada PT
i AR S O SRTTTCRPE dengan syarat melampirkan sebagai berikut :
a. Pengisian formulir klaim asuransi
b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat (Polsck/Polres) berikut :
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Laporan Kemajuan (Lapju)
- Permohonan pemblokiran STNK
Fotocopy SIM C pengendara yang masih berlaku
Fotocopy SIM C tertanggung
Menyerahkan STNK asli beserta kunci kontak
Kwitansi asli pembayaran iklan di Media
g. Berita kehilangan di Surat kabar

5. Asuransi tidak menanggung kehilangan kendaraan/debitor apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
(dan selanjutnya Tertanggung harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo maupun yang
belum jatuh tempo) '
a. Kendaraan digunakan untuk komersial (Ojek)
b. Diakibatkan oleh penipuan atau karena penggelapan

¢. Kendaraan dipindah tangankan tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari PT. Adira Dinamika
Multi Finance

d. Kendaraan dikemudikan tanpa SIM yang sah
e. Kendaraan diparkir tidak pada tempatnya
f.  Kendaraan digunakan untuk perlombaan

e oo

6. Penggantian klaim asuransi dibayar dalam bentuk uang, bukan berupa sepeda motor berdasarkan harga
sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan maksimum sebesar harga pertanggungan (HP),

Jember,

PT. ciitsrncarencnsnosssscsvisimsonnsonshissicissanmmnmnss

Debitor

..........
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W O DEPARTEMEN PENDIDIRAN NASTONAL
(qen g UNIVERSITAS JEMBER
\ &g FAKULTAS HUKUM

I1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

= (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor 712 /J25.1.1/PP.9/2002 Jember. 11 November 2.
Lampiran - w

Perihal - KONSULTASI

Yih. Kanolres Jember
di -
Jemb e r,-

Dekan Fakultas Hukum Universitag Jember bersama inj dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama ¢ Achmad Wahyuet

NIM : 98 - 026

FProgram :S1 Ilmu Hukum

Alamat. tdle Java .., cap 3 o

Keperluan : Konsultasi lenlang Masalal # Akibat Hulman Dablitur Yang

Vamuanats sl Talam arjangian Perbiaynan {anenmeon De-
Ngan caminan ridugia Menwe JUsHOwk2 Tahun 1999,

Hasil konsultasi i digunakan untui melengkapi  bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama vang baik kam;i ucaplkan terimakasih.

I ON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 085
Tembusan Kepada :
© Yth. Ketua Bagian couxe. Perdatay~ }
* Yang bersangkuian

> Arsip
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

1L Kalimantan 37 Kampus Tegalhoto Kotak Pos 9 Jember 68121
= (0331)335462 - 330482 I'ax. 330482

Nomor 15712 /125.1.1/7P.9/2002 Jember, 11 = 11 = 2002
Lampiran : =
Perihal t KONSULTAS]I

vth, Ketua Pengadilan Negeri

Lai.

Jamber
“ et

Jember,-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Achmad Wahyudi

NIM : 98 - 026

Program :S1 Iimu Hukum

Alamat @ Jle Jawa II,B/3 Jember

Keperluan : Konsultasi lenlang Masalah " Akibat Hukum Debitur Yang
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen De-
ngan Jaminan Fidusia Menurut UU, Noes 42 Tahun 1999."

Hasil konsultasi ini digunakan untul melengkapi  bahan penyvusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

Tembusan Kepada :
* Yth. Ketua Bagian -+ dor.e ferdatae-~ §
* Yang bersangkuian

* Arsip
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIVUR

RESORT JEMBER
JI. Kartini No. 17 Jembe: 6B137 Jembie: l@ Naopember 30607

No. Pol B/ &Y 3552002 0)es

Klasifikasi - BIABA

Lampiran

Perihal - liin Konsultasi. Kepada

Yt DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIWVERSITAS IFMRER
Jeiber
1 Menunjuk  Surat  Dekan Fakultas  Mukum  Universitas Jember  Nomar

SI12425 1 1R 92002 tangaat 11 Nepember 2000

2 Sehubungan dengan hal fersebut di alas, bersama in| diberitahukan hahwa s20rang
Mahasiswa bemama - ACHMAD WAHYUDI MIM. 98 - 026 telah selesai melakukan
konsultasi di Polres Jember,

3. Demikian untuk menjadikan maklurm_

: B. ARIEF, SH.
ARSARIS POLISI NRP 64040703
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